
BUPATI BTNTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR te?/ gato

TENTAIYG

I}0KUN{EN L{ITIGKUIIIGAFI IIIDU? SAGI USAIIA DAN/ ATAU KEGIATAI{ YANG
TELAIT fiTEMILIKI I7,IN USATIA DANI ATAU KtrGIATAN TETAPI BELUIVI

hf,AMII.,IKI SOKUMf,N LINGKUNGA}{ I{IDT]P
DI KABUPATEN BINTAIY

Menimbang : a bahwa 5g5r'ni dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengeloraan
Lingkungan Hidup, usaha dan/ataa kegiatan yang telah memiliki izin
usaha danl ataukegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAI, wajib
menyelesaikan audit lingkungan hidup dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun;

b. balrwa sesuai dengan ketentuan Pasal l2l ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 'l'ahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan lridup, usatra dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin
usaha dan/ atau ke$atan tetapi behrm memiliki UKL-UPL wajib
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu paling
lama2 (dua) tahun;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Perafiran Bupati Bhtan tentang
Dokunen-Lingkungan Hidup Bagi Usaha DanlAtau Kegiatan Yang
Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki
Dokumen Lingkungan Hidup di KabupatenBintan;

: 1. Undang-Undarrg Nomor 12 Tahwr 1956 tentang Pembenhrkan Daerah
Otonom Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(,cmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 125,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah (Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a844);

3. Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkmgan Hidup (Lvnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor l8 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah
diubah dcrrgan Peraturan Pemeriutah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

Mengingat



r

7.

8.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatrun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indorrcsia Tahun 1999

Nomor 86, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingftungan Hidup Yang Berkaitan

dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (tembaran Negara Repubtik

Indonesia Tatrun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik tndsresia Nomor a076);
perattrmn Pemerintah Nomor 82 Tatrun 2001 tentang Pengelolaan

Klulitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 153' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 41 61 );
peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemeria1ahan Antara Peurerinta}, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemeriotuhan Dasrah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang
pioman pelaksanaan lJpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Penrantauan Lingkungan;
peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008

tentang Tata Keda Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I I Tahun 2008

tatang jenis rencarn Bsaha dar/ atau kegiatan Yang wajib dilengkapi

dcngpn Analisis nengenai dampak lingkungan hidup;

Pqaturan lv{entsri Negara Linghurgan Hidup Nomor 13 Tahun 2010

tentang lJpaya Pengelolaal Lingkr6gan }lidup dan Upaya Pemantairan

fingfcingin HiArrp dan Surat Pernyataan Pengelotaan Lingkungan;

Pefatumn Menteri Negara Lingkrurgan Hidgp Nomor 14 Tahrm 2010

tentang llokuncn Lingkungan }Iidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan

Yang feUn Memiliki Izin Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belurn

Memiliki Dokumen Linglqmgaa Hidup;
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabtryaten Bintan (Lembaran Daerah

Kahryaren Bintm Nomor 14 Tahun 2A07);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tatrun 2010 tentang

Pedindgngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTAI\IG DOKUMEN
LINGKIJNGAI\I }IIDUF BAGI USAIIA DAN/ ATAL] KSGIATAN
YAI\IG TELAH MEMILIKI IZIFI USAUA DANI A'trAU KEGIATAN
TETAPI BELT]M MNMILIKI DOI(UM}:N LINGKUNGAN }ITDTTP.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15"

Menetrpkan :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupator adalah KabupatenBintm;
Z. Menteri adalah Msnteri yang meayelenggarakan unrsan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

j. Gubernrn delflh Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan

utj;san pemerintatrur Ai UiOang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Badan Lingkuggan l{idrrp selaqiutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Bintan;
5. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang AMDAL.

6. Au6it Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilalcukan unhrk menilai ketaatan

p€nanggud jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintab.

?. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemanlauan

lingkungan tiaop y*g terdirj atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup

(AMDAL), Upuyu Pengelolaan Lingkuilgan f{idup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

ifiAup GKI-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen

Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan I'Iidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai

nu*put Lingkungan Hidup (SEMDAI), Studi Evaluasi Lingkungan l{idup (S};L),
penyajian In-formasi Lingkungan (PL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL),

Dokuwa Pelgslo.taan f,ingkungan f{idup pPL}, Rewana Pengelolaan Lingkungan Dan

Rencana llemantailan Lingtrungaa ('RKL-RPL), Doktmen Evaluasi Lingkungan Hidup

{DIIL}1, Dokumen Peirgelolaan Lingkutgan Hidup (DPLID, dan Audit Lingkungan.

8. Dokumen Evaluasi Lingkungaa llftlup, yang sela*j$nya disingkat IlEt.H, adalah

dokumen yang memuat pengclolaan dan pernantauan lingkungan hidup yang rnerupakarr

bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha daal atav kegiatan

yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen

AMDAL.
g. Dokumsn Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang selar$uftrya didngkat DPLH, adalall

dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkrlngan hidup yang dikenakan

bagi usaha aar/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi

telum merniliki Utr(LUPL.

10. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan

p**oi"t tt* di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten

Bintan.

BAB II
TATA LAKSANA DELH DAI\I DPLH

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal2

(l) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan

terhadap usaha dan/ atwkegiatan yang memenuhi kriteria:

u telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindmgan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;



b. telah melakukan kegiatan tahap konsfuksi sebelum diundangkarurya lJndang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. l,okasi usaha dan/ atat kegiatan sesuai dengan rcncana tataruang wilayah dan/atan

ren€ana tata nrang kawasan; dan

d. tidak memitiki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup

tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib disusun paling lama

tanggal 3 Olctober 201 1.

(3) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

meminta bantuan kepada konsultan dalanr penyu$unan DELH atau DPLH.

(4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pdaayat (1) dilaksaukan sesuai

dengan bagan alur tata laksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedus

Persyaratan PenYusunan DELH
Pasal3

Q) Penl'usun DELII harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen AMDAL, sertifikat kompetensi

penyusun dokumen AMDAL, dan/ atau sertifikat auditot lingkrngan hidup bagi
penyusunan DELFI yang dilakukan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan sampai

dengan tanggal 3 Oktober 2010; atau

b. rnemiliki ssrtifikat kompetcnsi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi

penyusunan DELH yang dilalnrkan antara tanggd 4 Oktober 2010 sampai 3 Oktober
2011.

(2) Penyusunan DELH menggunakan forrnat sebagaimana tcrcantum dalam Larnpiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penanggung jawab usaha dan/ atav kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada Kepala Badan Lingkungan Hidttp

Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan sebngaimana diatur dalam,r Perahrran Mentcri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang T'ata Kerja Komisi Penilai Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasrl S

(1) Kepala Badan tingkungan llidup Kabupater Bfu$*n rrclshrkau verifilcasi permononan

sebagaimana dimaksud datarn Pasat 4 dan menyampaikan usulan penyusunan DELII
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) kepada Kqpala

Badan Lingkungan Hidup Provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya permohonan.

(2) Kepala Badan Lingkrngso Hi&ry Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikmi trsularr

penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dao menyampaikan wulan penetapan

bg1,H yang memenuhi syarat scbagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada

Mented melalui Deputi Menteri datam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya usulan penyusuftlrl



Pasal6

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau melalcukan verifikasi

pennohonan seb'agaimana- dimaksud dalam Pasal 5 ayat Q) dan menyampaikan usulan

periyssuoao DELH yang mancnuhi syarat sehgaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)

l"pi6u Menteri metaluibeputi Menteri dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Bintan dalarn wakhr pating lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

permohonan.

Pasal T

Menteri mela}r,rkan verifrkasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan

menetapkan permohonan penyusuoan DEL,H yarlg memenubi syarat sebagaimana dimaksud

dalam iasal ) uyut(l) dalarn wat tu pating lama 14 Gmp* belas) hari kerja sejak diterimanya

permohonan dengan iembusan kepada Kepala Badsr Lingkungan Flidup Kabupatcn Bintan

aan trepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Pmal S

Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permoho'nan dan/atau pCIretapan DELH, Menteri

melalcukan koordinasi dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan darl atau

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan keberatan

yang diajukan.

Pseal 9
(l) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan hasil

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Menteri menetapkan usaha

dan/atau kegiatm yang wajib menyusun DELH.

@ Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah ponyusunan

DELH.

Pasal l0
penanggulg jawab rseha dan/afau kegiatau dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

tr*ttgujUr* perrnohonan psoyusmao l)okuuren Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

tepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaien Biatan, sesuai kewenangan yang diatur

Ouiu* Peratgran Menteri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan.

Pasal ll
(l) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabups$en Bintaq nrelakukan verifikasi permohonan- ' 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak diterimanya permohonan-

(2) Dalarn hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(l), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, menetapkan permohonan

DPLH dalam bentuk surat perintalr penyusunan DPLFI-

(3) Penyusunan DPLH menggunakan format sebagaimana tetcantum dalam Lampiran III
yffigmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Penanggung jawab usaha danl atuu kegiatan mmrgqiukan permohonan penilaian DELFI

kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(Z) Kepala Badan Lingkungan flidup Kabupaten Bintan, memberikan tanda bukti' ' 
p*ool*u*r prnohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan yang telah memcnuhi format penyusunan DELH.



(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, setelah menerima DIiLH yang
memenuhi fonnat sebagaimana dimalsud pada ayat Q\ melalukan penilaian terhadap
DELH yang dalarn pelaksanaannya dilahrkan oleh unit kerja yang menangani penilaian
dokumen AMDAL.

Pasal 13

(1) Penanggung jawab usatra dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLI.I
kepada Kepala Badan Lingkungan Flidup Kabupaten Bintan" sesuai dengan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Kepala Badan Lingkungan flidup Kabupaten Bintan, memberikan tanda bukti
penerinraan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada penanggung jawab
usaha dan/ atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusuo&n DPI-,H.

(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, setclah menerima DPLH yang
memenuhi format sebagaimana dimaksud @a ayx (2) melakukan penilaian terhadap
DPLH yang dalam pelaksanaannya dilalarkan oleh unit kerja yang menangani penilaian
UKL.UPL.

Pasal 14

(1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan
DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan paling lama 30
(tiga puldr) hari kerjaterhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.

(2) Dalam hal Kcpala Badan Lingknngan llidup Kabupaten Bintan, tidak menerbitkan surat
keputusan DELH atau DPLH dalam jandra waktrr scbagaimana dimaksud pad* ayat (1),
DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap
telab dinilai dan disahkan olehKepala Badan Lirlgkungan Hidqp Kabupaten Bintan.

(3) Kepuhrsan DELH atan DPLH yang dianggap telatr dinilai dan disahkan, digunakan
sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/ alau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 15

Prorcdur operasional standar untuk proses DELII atau DPLH sebagaimana tercantum dalam
Larrrpiran IV yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kaputusan DELFI atau IIPLH sebagairnma fimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) atau DELH
atau DPLH yang dianggap telah dinitai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat Q) digunakan sebagai dasar bagi pemnggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melahrkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 17

Sernua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum
dalarn DELH diperlakukan setara dengan RKL-RPL hasil proses AMDAL, dan semua

langkahJangkatr pengelolaan dan peurantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam
DPLH diperlakukan setara dengan UKL-UPL.

Pasal lS

Seluruh kewajiban yang tercantum dalan DELH dan DPLH wajib dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada Badan
Lingkungan Hidup Kabupateir Bintan senrai dengan kewenangannya.



lE-F- 
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BAB III
PEMBINAAI\T DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Menteri melalnrkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH
dan DPLH yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

(2) Gubemur melalqrkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELI{
dan DPLH yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Pasal 20

Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usatra dan/atau
kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-rurdangan.

BAB TV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DF.I.H atau DPLH dibebankan
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatarr.

(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses
pelaksflnadn penilaian DELH atau DPLH, penerbitan penetapan DELH atau DPLH,
po:nerbitan keputusan DELH atau DPLH, pclaksanaan pembinaan dan pengawasan,
sosialisasi DEf-H atau DPLH, dibcbankan kepada APBD Kabupaten Bintan untuk DELH
atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Badan Ungkungan Hidup Kabupaten Bintan.

(3) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada
APBD Kabupaten Bintan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal

BI]PA

AI\ISAR
di Kijang

AMIN MUCHTAR

Kabupaten Bintan Tahun 2010



Lampiran I : Peraturan Bupati Bintan
Nomor :

Tanggal :

BAGAII ALt R PROSES IIOKUMEN EVALUASI LINGKUNGA|I HrDUp (DELrr)
DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAT{ IIIDUP (DPLID

TIDAK

Menteri
berkoordinasi

dengqn Badan IJ{
Prov. Kepri

Peaa:c.guag jawab usaha d an / atau
kcgiatan mengajukan permohonan
pen5rusunan DELH/DPLII kepada
kepata Badan LH Kqbuptcn Bintan

eeeuai dengan kewenangannya

kegiatan memenuhi kriteria
Gunakan lritcria wagib

DEIH dan DPLH
dalam Paeal 2 ayat (l)

Ounskan Feraturan Menteri
tentag Jtnio Reocana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib

Dilenglapi Dengao AMDAL

Apakatr usaha dan/atau
kegiatan tergolong wajib

Mengusulkanyang
akan dipcrintahkan
men5rusua DELH

yary
akan diperintahkan

DELH

Kepala Badan LH
Kabupateu Bintan

menetapkan.
perintah

menyusun DPLH

usaha dan/atau
kegiataa

kewenangan
Kab. Bintan

usaha dan/atau
kegiatan

Ihb. Bintan

usaha dan/atau
kegiatan

kewenarxgan
provinsi

ueaha dan/atau
kegiatm.

kewenangarr
provinsi

Dsputi Menteri
memberitahulcan
ueaha dan/atau

kegiatan yang
qkan

diperintahkan
menyusun DELH

usaha dan/atau
kegatan

R.rsat

usaha dan/atau
kcgiatan

kewenangan
Pusat

Ada keberatan dari Kepala
padan LH Provinsi Kepri/Kab.

Surat Keputusan (SKl
atas hasil kaiian DPIJI

Deputi Meoteri menerapknn usahq
dan/atau yangakan

diperintahkan menyusun DELH

Surat Kqrutusan (SK)
atas hasifkajian DELII

SK diiadikan dasar pengelolaan dan
pFnantauan lingkungan hidup

Crambar Bagan alir proses DLH dan DPLH



c. Tujuan rencana pemantauan tingkungan hidup

d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:

i. Metode pengumpulan dan analisis data;

ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;

iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan'

e. Institusi pemantauan lingkungru hidup" yang memuat:

i. pelaksana yang bertanggungiawab melak$anakan pemantauan lingkungan;

ii. Pengawas pemantauan lingkungan'



Lampiran III : Peraturan Bupati Bintan
Mmor :

Ianggal :

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAA}'I LINGKT,JNGAN I{IDUP (DPLI{)

1. Penanggung j awab kegiatan

NamaPerusahaan:
Alamat :

2. Lokasi Kegiatan

Wilayatr administrasi
pemerintahan:

[l Koordinat:

I rain-tain:

0:
-.--_n_-,

3. Bidang Usaha dan/ atau Kegiatan

n
n
n
n
n
n
n
n

fl t"rtuh** dan Keamanan

I ferinaustrian

Pertanian

Pertambaagan dan Energi

Kehutanan dan Perkebunan

Pekerjaan Umum

Perhubungan

Pariwisata" Seni dan Budaya

Transmigrasi dan Pemukiman
Perambatr Hutan

Kesehatan

'BT/BB sampai 

-:-' 

-BT/BB
0 r rtrYT/Yct;'LUILS ru*iui 

-:'-'LU/ 

LS



fl u* hin-tain (tuliskan) :

4. Mulai beroperasi: J ) 
- 

(tanggaV bulan/ ahun)

5. Deskripsi usaha dan/ atauKegiatan :

a) Kegiatan utama:

b) Kegiatan pendukung:

\, c) Kapasitas:

d)

Catatan:
Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disarrrpaikan, baik berupa peta, gambar

foto, sketsa, tata letak, dan lainJain.
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Bintan

Nomor :

Tanggal :

PROSEDUR OPERASIONAL STANDA PELAKSANAAN DOKUMNN

EvAruAs;irxc*m"#ff#lffiffi #[fr$**pENcnLoLAAI{
prosedur operasional standar ini terdiri dari beberapa contoh format atau lembar kerja yang

duput dig;akan dalam pelaksanaan DELH atau DPLH yang meliputi:

|.FORMATPERM0HONAN.PEI.,JT|IJSLINANDELHATAI.TDPLHDARI
PENANGGUNGJAWABUSAHADANIATAUKEGIATAN.

2. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAIIA DAN/ A1AU KEGIATAN

WAJIB DELII DARI KABUPATEN BINTAN.

3. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/ PERMINTAANI TA}'IGGAPAN ATAS

USULAN DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPADA KABUP-ATEN

BINTAI{.

4. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN BINTAN KEPADA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA

DA}I/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

5. FORMAT STIRAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPAI-A BADAN LINGKI.JNGAN

HIDUP KABUPATEN BINTAN.

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA BADAN

LINGKUNGAhI HIDUP KABUPATEN BINTAN.

Contoh format di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Bintan.



1. FORMAT PERMOHONAI\ PENYUSUNAN DELII ATAU DPLE DARI
PENAI\IGGT]NG JAWAB USAIIA DAN/ ATAU KEGIATAN

Kaffri yang hrtandatangan di bawah ini:
1. Nama :

2. Jabatan :

3. Alamat Kantor :

Selaku penanggung jawab atas kegiatan:
1. NamaKegiatan
2. Lokasi Tapak Kegiatan

3. Skala/ besaran kegiatan
4. Kewenangan Penilaian
5. Perizinan yang dimiliki

(sebutkan)
6. Kesesuai dengan RTRW
7. Status kegiatan

.v (dimulainyatahap konstruksi)

Dsngan ini mengusulkan kegiatan kami (data kegiatan terlarnpir) untuk ditetapkan sebagai

kegiatan') DELH atau DPLH.

Demikian penryataan ini kami buat dengan sebenar*benarnya sesuai dengan jenis kegiatan
yang kami lakukan.

kota, hari, tanggal bulan tahun
Nama Kegiatan

ttd. dan Cap Perusahaan

Nama penanggung j awab kegiatan
Jabatan

Keterangan: 
*) 

Coret yang tidak perlu

...........(ton/ hari, dll), ')AMDAU UKL-UPL
: 
*)Kabupaten 

Bintad Provinsi Kepri/ KLH



2. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAIIA DAN/ATAU KEGIATAI{
WAJIB DELH DART KABTIPATEN BINT,AI\I

Kabupaten : Bintan
Provinsi : KePulauanRiau

No.
Nama

perusahaan
AIamat

Jenis
kegiatan

Skalal
besaran
kesiatan

Perizinan
Kexesuaian
Tata Ruang

Waktu
dimulainya

kesiatan



3. FORMAT SURAT PEMEERTTAIIT]AT#
USULAI\I DELII I}ARI PROWNST
KABUPATEN BINTAN

Nomor :

Lampiran : ...lembar usulan wshadan/
, atau kegiatan wajib DELH

Perihal : Permintaan Verifikasi atas.

usulan usalu dan/ atau
kegiatanwajib DELH

Tc-mbusen Yth :

PERMII{TAAI{ TAFIGGAPAI\T ATAS
KEPT'LAUAIY RIAU T(EPAI}A

kot4 tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth.
Kepala Badan Lingkrmgan
Hidrry Kabupaten Bintan

di

Menindaklanjuti Surat karni Nomor....., tanggal ....;.., perihal Usulan
Penetapan Usatra dan/ atau Kegiatan Wqiib DELH yang tetah kami
sarnpaikan kepada Deprrti Me.nteri Negara Lingkungro Hidup Bidang

..., bersama ini l€mi rnohon tanggapar/ klarifikasi atas usulan daftar
usaha dan/ atau kegiatan wajib DELH, daftar terlampir.

Tanggapan/ klarifikasi terhdap daftar usabe darl atau kegiatan dimaksud,
agar disampaikan paling larrbat 14 (ernpnt belas) bari kerja kepada kami
dan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik,
diucapkan terima kasih.

Kepala
Pnovinsi

Badan Lingkungan Hidup

1. Dcputi MENLH Bidang Kementerian Lingkungan Hidup,
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional



4. FORMAT SURAT TANGGAPAN DAftT KABTIPATTiI BIillAI{ KIiPAI}A
PROVINSI KEPULAUAI\I RIAU DAN TU$AI- A'TAS $$TjI.AII I]SAHA I}AN/
ATAU KEGIATAI{ WA*IIB DELII I}ARI FRCVINSI Kf,FUT"AUATI RTAti

kot4 tanggal, bulan, tahrm

Nomor : Kepada Yttr-
Lampiran : ... lembar usaha dan/ atau l. Deputi Mentsri Negnra

kegiatan wajib DELH Lingkungan l{idup Bidang
Perihal : Tanggapan atas usulan....... 2. KepalaBadan Lingkungan

rxralia dan/ atau kegiatan Ptovinsi Kepulauan Riau.
wajib DELH Hidup di

Tempat

Msnanggspi Surat Saudara Nornor....., tanggal perihal Permohonan
Ysrifikasi tertradap Usulan Usaba dan/ atau Kegiatan Wajib DELH,
bflEarna ini disaepaikan bahum pada prinsipnya kami menyatakan tidak
berkeberatan atas usulan usaha dan/ atau kegiatan wajib DELH yang telah
diusulkan, sebagaimana terlampir.

(Apabila ter@at hal keberata4 maka dapat disarrpaikan alasan-alasan
dasar pertimbangan keberatan-keberatan dimaksud).

Beberapa dasar pertimbangao keberatan atas usulan DELH dimaksud"
adalah sebagai berikut:
1. ...............
2. ............... dst

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik,
diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Binun

TembusAp Yth, :

l. Bupati Bintan;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional



t:

FORMAT SURAT KEPUTUSAI\I DELH OI,EII KEPALA BAI}AN
LINGKUNGAIY HIDUP KABUPATSN BINTAN

KEPUTUSAFT
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a.

NOMOR r ........... TAIIUN

TENTAI\[G

DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAII HIDUP
KEGTATAFI ..,......................... DI

OLEH PT.

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketent$an Peralihan
Undang-Undang Nomor 32 Tahrm 2009 l-entang Perlindungan tlan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kcgiatrm
ynng lclnh memiliki izin usnha dsr/ atau kegiatan tetapi belum
tremiliki doknnren AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan
hidup dan setiap usata daol atau kegiatan yang telah memiliki izin
usaha dan/ arau kegiatan tetapi belurn merniliki IIKL-UPL wajib
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (l) Peraturan Pemerintah
Nornor 27 lahun l9W tentang Analisis Mangenai Dampak
Lingkrrrgan'flidup, AMDAL adalah kqiian mengenai dampak besar
dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pda
lingkungan hidup ymtg diperlukeo bagi proses peirgambilan
keputusan tentang penyelenggaraan'r*rha dan atau kegiatan;
bahwa bsdasarlan ketenfiran Pasal ...., Pe.raturan Menteri Negara
Linglungrn I{idtrp Dokume,lr Lingkrmgan Hidup Bagi Usaha dan/
atalr K€giatan yang telah t\4€miliki lzin Usaha dan/ atau Kegiatan
tetapi Belum Merniliki Dokrrmen Lingkungan Hd*p;
batrwa berdasarkan ketentuan ........................ ;
bahwa sehubungan dengan hal+al tersebut di atas, perlu
frffietapkafl Keputusan tentang Dokumen Evaluasi
Lingkungan l{idup Kegiatan .. di............................ oleh
PT. ...............

Undang-Undang Nomor ..................);
Undnng-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelola,an Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AAT tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 68,
'farnbshan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Perafiran Pemerintah Nomor .............;
Peratumn DaerahNomor ...................;

Mengingat:

Memperhatikan: Hasil Rapat Pembabasan DELH kegiatan ....... di Kabupaten .....". oleh
PT. .......... pada tanggal ............bulan.....tahun...... ;

MNMUTUSKAN

KEPUTUSA]\I TENTANG IX)KT]MEN EVALUASI
LINGKTJNGA}T HIDIJP KEGIATAN ..O,'d..r.. DI ..."............ OLEH

:i

f

b.

d.
e.

1.

2.

J.

4.
5.

Menetapkan:



PERTAIVfA:

KEDUA:

KETIGA:

KEEMPAT:

KELIMA:

Penanggung jawab PT.
berkewajiban:

dalam melakukan kegiatannya

I . melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak ................... ;
2. melakukan pengelolaan terhadap ..........;
3. rn+miliki, rnclakmnakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem

langgap danrrat (emergency response) untuk menanggulangi
kecelakaan, pencemarano dar./ atau penrsakan lingklrngan hidsp;

4. mengembangkan teknologi dan mclode pengclolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang tercanturn delan doklrrrren RKI
dan RPL sejalan darysn pckembangan ilmu pengetahuan dan
tekologi di bidang pengelotaan lingkungan hidup;

5. mcrringkatkan kfuie{a pengelolaaa dan pemantauan lingleungan
hidup (continuous improvement) sejalan dengan pe*e.rnbangar
teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokurnen Evaluasi l-ingknngan l{idup Kegiatan ........ di ............ oleh
Penang-grrng jawab Pt. .-......... sebagaimana dimaksud dalam diktum

digunakan sebagai acrum dalam pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup dan pcmantauan lingkungan hidup.

Perranggung jawab PT. ............ wajib melaporkan hasil pelaksawnn
pmgelohan lingkungan hidup dan perrantauan lingkungan hidup setiap
6 (enm) bulan sekali kepada , Badan Pengelolaan
Lingkugan l{idup .o Dinas ..............dsb.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di:
pada tanggal:

Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Kabupaten

Disampaikan keoad+ Y. th.:
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
2. Gubernur Provinsi Kepulanan Riau;
3. Bupati Bintan;
4. Kepala Dinas .........................;
5. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional ....................;
6. dsb;



6. FORMAT SURAT REKOMENDA$I DrITI OIJH KEPALA BADAN
LINGKI]NGAI{ HIDUP KABUPATEN BINTAN

Nomor :

Lampiran: I (salu) berkas dokumen

Perihal : Rekomendasi atas DPLH
Kegiatan
oleh PT.
di.............

Tembusan Yth.:
l. Bupati.........;
2. KepalaDinas A;
3. KepalaDinas B;
4. Kepala Dinas C;
5. Kepala Instansi dsb;

6. dst.

kota, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth.
Direktur/ Manager/ Lainnya
PT. ................
di

Tempat

Menindaklar{uti surat Saudara Nomor tertanggal

perihal penyampaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Flidup (DPLH)

"nt* tigiatan ., bersallla ini dibefitahukan bahwa bcrdasarkan

hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap DPLH untuk

kegiatan ter$ebut secara teknis dapat disetujui.

DPLI{ yang telah disetujui menrpakan bagian yang tidak terpisatrkan dmi
surat rekomendasi ini dan metrjadi tlcuan bagi penanggutg jawab kegiatan

dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan

peruadanguadangnil yang bertaku.

Apabila ti"rjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/ atau proses dan/

aiau ka6xsilas dail/ alau bahan baku dan/ atau bahan penolong atas usaha

dan/ atau kcgiatan, tsjadi bencarr+r alam dan/ aiau lainnya ysng

menyebabkan perubahan tingkungan yang sangat mendnsar haik sebelurn

nraxpun saaf pelaksanaan kepnatan" mAka pcnanggun g iawab kegiatan wajib
rlonprsur UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan

peruradangiundangan yang berlaku-

Penanggung jawab PT........... wqiib melakukan selunth ket'enluan yang

termaktub dalam DPLH dan betaaggungiar*ab sepenuhnya atas pengelolaan

dan pemantatran dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggrrng jawab I'T.......... wajib roelaporkan pelaksanaan upaya

pengelolaar dm peinantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam

DFLI{ tasebut kepda Badan Ungkungan Flidup Kabupaten

Bintan..,...,........ dan iostsnsiinstaosi mktor terkait {termasuk instansi
pemberi izin) sdiap..... bulan sekali terhitrurg scjak tanggal ditcrbitkannya
surat rekomendasi ini-

Selanjutnya Bupati lliutan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

8in1an..................r...., Kepala lnstansi Sektor A .........., Kepala lnstansi
Sektor B, Kepala Instansi Sektm dsr-.-.. melakukan pcflgawasan terhdap
pelaksanaan ketentuan-ketenhran yang uraiib dilakphan oleh pcrrarrggung
jawab kegiatan yang tercantum dalam Fdizinur sebageimana dimaksud.

Demikian disasrpaikan, atas pe,thatimnya diucapkan terimakasih.

Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten


